
SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR YJ TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 44
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pergeseran antar obyek
dalam jenis yang sama, pergeseran antar rincian obyek
dalam obyek yang sama, pergeseran antar sub rincian
obyek dalam rincian obyek yang sama dan Perubahan
atau pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek pada
Dinas Perikanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang, serta
pengeseran anggaran antar jenis pada sub kegiatan yang
sama dan merupakan kegiatan yang pendanaannya
bersumber pada Dana Alokasi Khusus pada Dinas
Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengeseran Anggaran
antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek
belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 44 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43010);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Keija Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573;



-3-

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasioanl Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4972)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6177);
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16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 6041);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

19.Peraturan Pemeritah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

2O.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka
Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6622);

23. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2028 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeriLa
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
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25. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1777);

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor );

32.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
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33.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daearah Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun 2018 Nomor 04);

34.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08
Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2020 Nomor 08);

35.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021 Nomor 06);

36.Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 44 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun 2021 Nomor 44); dan

37.Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2022
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2022 Nomor 04)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 44 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2022 diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 1 (satu) pasal baru
yakni Pasal 10IA yang berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 101A
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula
berjumlah Rp.1.361.834.583.513,00 menjadi tetap sehingga menjadi
Rp.1.361.834.583.513,00 dengan rincian sebagai berikut :

KODE
REKENING URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2022

APBD PERGESERAN/
PERUBAHAN APBD

Bertambah/
(Berkurang)

1 2 3 4 5

4 PENDAPATAN 1.318.337.103.513 1.318.337.103.513 -

4 1 PENDAPATAN ASLI
DAERAH 135.664.128.590 135.664.128.590 •

4 1 1 PAJAK DAERAH 35.877.825.927 35.877.825.927 •

4 1 2 RETRIBUSI DAERAH 2.860.100.000 2.860.100.000 -

4 1 3
HASH PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN

4.258.697.043 4.258.697.043 -

4 1 4
LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI
DAERAH YANG SAH

92.667.505.620 92.667.505.620 -

4 2 PENDAPATAN
TRANSFER 1.144.919.730.552 1.144.919.730.552 •

4 2 1
PENDAPATAN
TRANSFER
PEMERINTAH PUSAT

1.045.256.223.577 1.045.256.223.577 •

4 2 2
PENDAPATAN
TRANSFER ANTAR
DAERAH

99.663.506.975 99.663.506.975 -

4 3
LAIN-LAIN
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH

37.753.244.371 37.753.244.371 -

4 3 1 PENDAPATAN HIBAH 37.753.244.371 37.753.244.371

5 BELANJA DAERAH 1.358.334.583.513 1.358.334.583.513

5 1 BELANJA OPERASI 938.360.698.791 944.497.987.791 6.137.289.000

5 1 1 BELANJA PEGAWAI 493.906.019.182 493.906.019.182 -

5 1 2 BELANJA BARANG
DAN JASA 413.522.502.229 419.659.791.229 6.137.289.000

5 1 3 BELANJA BUNGA - - •

5 1 4 BELANJA SUBSIDI 1.000.000.000 1.000.000.000 -

5 1 5 BELANJA HIBAH 26.641.877.380 26.641.877.380 •

5 1 6 BELANJA BANTUAN
SOSIAL 3.290.300.000 3.290.300.000 •

5 2 BELANJA MODAL 202.388.002.716 196.250.713.716 (6.137.289.000)

5 2 1 BELANJA MODAL
TANAH - - -

5 2 2
BELANJA MODAL
PERALATAN DAN
MESIN

37.388.020.949 50.864.714.199 13.476.693.250

5 2 3
BELANJA MODAL
GEDUNG DAN
BANGUNAN

61.076.735.110 41.462.752.860 (19.613.982.250)

5 2 4
BELANJA MODAL
JALAN. JARINGAN.
DAN IRIGASI

102.495.363.482 102.495.363.482 -

5 2 5 BELANJA MODAL
ASET TETAP LAINNYA 1.427.883.175 1.427.883.175 -

5 2 6
BELANJA MODAL
ASET TIDAK
TERWUJUD

- -
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2. Diantara ketentuan Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 1 (satu) pasal baru

yakni Pasal 103A yang berbunyi sebagai berikui:

KODE
REKENING URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2022

APBD PERGESERAN/
PERUBAHAN APBD

Bertambah/
(Berkurang)

1 2 3 4 5

5 3 BELANJA TIDAK
TERDUGA

13.050.000.000 13.050.000.000

5 3 1 BELANJA TIDAK
TFRDIIGA

13.050.000.000 13.050.000.000

5 4 BELANJA TRANSFER 204.535.882.006 204.535.882.006

5 4 1 BELANJA BAGI HASIL 3.873.792.593 3.873.792.593

5 4 1 BELANJA BANTUAN
KFUANGAN

200.662.089.413 200.662.089.413

Surplus / Defisit : (39.997.480.000) (39.997.480.000)

6 PEMBIAYAAN
DAERAH

6 1 PENERIMAAN
PEMBIAYAAN

43.497.480.000 43.497.480.000

6 1 1

SISA LEBIH
PERHITUNGAN
ANGGARAN TAHUN
ANGGARAN
SEBELUMNYA

43.497.480.000 43.497.480.000

6 2 PENGELUARAN
PEMBIAYAAN

3.500.000.000 3.500.000.000 -

6 2 2
PENYERTAAN MODAL
(INVESTASI)
PFMFRINTAH DAERAH

3.500.000.000 3.500.000.000 -

Pembiayaan Netto : 39.997.480.000 39.997.480.000 -

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SILPA) :

- • —

Pasal 1O3A

(1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dirinci lebih lanjut sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Perturan Bupati ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara ketentuan Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 1 (satu) pasal baru
yakni Pasal 104A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104A

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut

dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Ketja Perangkat

Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 2022

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022 NOMOR I 3

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

A tk i/iv.b
80117 199803 1 003


